GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1061 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN BIAYA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a ayat (2)
Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran
Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial;

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin,;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 teptang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendataan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan
Fakir Miskin;

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Tepadu
Penanggulangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan
Sosial;

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

16. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah,
Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan,;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA POTENSI
SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Menetapkan Satuan Biaya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
sebagai dasar besaran honor Petugas Pencacahan Lapangan
sebanyak S5 (lima) orang per Kelurahan dan Petugas Entri Data
sebanyak 1 (satu) orang per Kelurahan.

Satuan Biaya Petugas Pencacah Lapangan untuk harian
dilaksanakan per rumah tangga paling banyak 6 (enam) rumah
tangga per hari.

Satuan Biaya Petugas Entri Data untuk satuan dokumen
dilaksanakan per rumah tangga paling sedikit 625 (enam ratus
dua puluh lima) dokumen perbulan.



KELIMA . Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2018

GU R PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

ASWEDAN

Tembusan :

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
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Lampiran

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1061 TAHUN 2018
Tanggal 12 Juli 2018

SATUAN BIAYA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

No.

Jenis Honor

Biaya

Honorarium Petugas Pencacah Lapangan | Rp25.000,00/Per Rumah Tangga

atau paling banyak Rp3.750.000,00
per bulan.

Honorarium Petugas Entri Data Rp6.000,00/Dokumen Rumah tangga

atau paling banyak Rp3.750.000,00
per bulan
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